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Abstrak

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) mendorong pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai upaya memperluas basis perpajakan
dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi PPN PMSE pada transaksi e-commerce serta mengkaji implikasinya terhadap penerimaan negara di Indonesia.
Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, laporan resmi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPN
PMSE memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan negara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah
pelaku usaha digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN serta tren kenaikan penerimaan PPN PMSE dari tahun ke tahun
yang ditandai dengan peningkatan penerimaan PPN PMSE dari Rp731 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp32,32 triliun pada
awal tahun 2025. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya
tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak, keterbatasan pengawasan transaksi digital lintas negara, kesiapan infrastruktur
teknologi, serta perlunya peningkatan literasi perpajakan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, sistem administrasi perpajakan
digital, dan koordinasi antar pemangku kepentingan perlu terus dilakukan agar implementasi PPN PMSE semakin optimal
dalam mendukung penerimaan negara.
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PENDAHULUAN

Perkembangan internet telah mendorong transformasi perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan berbasis
elektronik (e-commerce). Transformasi tersebut menyebabkan peningkatan transaksi digital yang memberikan peluang
tumbuhnya ekonomi baru. Di era yang semakin modern, internet berkembang menjadi mekanisme komunikasi yang kuat dan
dapat memfasilitasi pengelolaan transaksi bisnis untuk mendorong aktivitas bisnis dan pasar. Internet menawarkan peluang
penjualan produk kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada pelanggan yang berada pada pasar konsumsi (costumer
selling) atau konsumen pada pasar industri.

Penjualan barang dan jasa secara langsung (direct selling) melalui internet disebut dengan istilah electronic commerce (e-
commerce). Menurut Laudon dan Laudon (2009), e-commerce merupakan proses jual-beli produk-produk secara elektronik
oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara bisnis. Model bisnis berbasis digital
yang terus berkembang dan mendorong pertumbuhan bisnis online, mampu menarik perhatian para pelaku bisnis dari berbagai
sektor. Meskipun demikian, e-commerce juga membawa tantangan dan risiko, seperti keamanan data, penipuan, dan
persaingan yang ketat (Khan, 2016; Sathyadevi, 2016). Meningkatnya transaksi melalui e-commerce tidak hanya memberi
manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah dalam mengawasi dan
memungut pajak atas transaksi digital tersebut.

Ekonomi digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang didukung oleh teknologi digital, termasuk e-commerce, layanan
digital dan platform daring. McKinsey & Company (2018) menunjukkan bahwa ekonomi digital telah memberikan kontribusi
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan peluang baru dalam inovasi dan efisiensi bisnis. Di
Indonesia, ekonomi digital diharapkan berkontribusi sebesar USD 130 miliar pada tahun 2025, didukung oleh meningkatnya
pengguna internet dan penetrasi teknologi digital (Google, Temasek, B & C, 2021)

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat pesat seiring berkembangnya penggunaan internet dan platform
marketplace. Kondisi ini menyebabkan volume transaksi digital semakin besar sehingga pemerintah perlu menyesuaikan
sistem perpajakan agar penerimaan negara tetap optimal. Semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, sistem perpajakan
juga mengalami transformasi signifikan, melalui penerapan kebijakan berbasis digital. Kebijakan pajak digital bertujuan
menciptakan efisiensi administrasi, transparansi transaksi, dan peningkatan kebutuhan wajib pajak khususnya pada sektor
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Naella Amalia Sri Amai et
al., 2024; OECD, 2020).
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Seiring meningkatnya transaksi e-commerce, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai upaya menjaga keadilan perpajakan sekaligus mengoptimalkan
penerimaan negara dari sektor ekonomi digital. Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas
basis pajak di tengah pesatnya perkembangan perdagangan elektronik. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah awal
melalui penerapan pajak pertumbuhan nilai (PPN) atas barang dan jasa digital sejak 2020, tetapi banyak pihak berpendapat
bahwa kebijakan ini hanya sebagian kecil dari solusi yang di perlukan (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga
menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari pangan, sandang, hingga
layanan kesehatan. Perkembangan tersebut turut mengubah pola perilaku konsumen dari transaksi konvensional menuju
transaksi berbasis digital. Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan variasi produk menjadi faktor yang menarik masyarakat
untuk beralih pada e-commerce. Namun, dibalik pertumbuhan e-commerce yang pesat, timbul tantangan besar dalam aspek
pengelolaan perpajakan, khususnya penerapan Pajak Pertumbuhan Nilai (Yunita dan Tambun, 2024).

Meskipun implementasi PPN PMSE telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara,
pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum meratanya kepatuhan pelaku usaha digital, kompleksitas
transaksi lintas negara, serta perlunya penguatan pengawasan terhadap platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
implementasi PPN PMSE masih perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas regulasi
maupun efektivitas PPN PMSE, namun belum banyak yang mengkaji implementasi kebijakan tersebut secara komprehensif
serta implikasinya terhadap penerimaan negara berdasarkan perkembangan terbaru.

Dengan adanya e-commerce yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta regulasi pajak yang ditetapkan untuk
sektor digital, berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pajak digital pada
transaksi e-commerce serta mengkaji implikasinya terhadap penerimaan negara di Indonesia.

METODE PENELITIAN :

Metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur merupakan pendekatan yang menggunakan
berbagai sumber referensi tertulis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi terkait topik penelitian.
Peneliti memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumentasi resmi, serta sumber digital lainnya untuk mengeksplorasi teori
konsep, data, dan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian (Tranfield et al., 2003); (Machi & McEvoy, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN :

Implementasi PPN PMSE di Indonesia dilakukan melalui penunjukan pelaku PMSE dan marketplace sebagai pemungut
PPN atas transaksi digital. Kebijakan ini bertujuan memperluas basis pajak sekaligus menyesuaikan sistem perpajakan dengan
perkembangan ekonomi digital. Kebijakan tersebut berkembang dari pengaturan awal mengenai transaksi elektronik hingga
penunjukan marketplace sebagai pihak yang berperan dalam mekanisme pemungutan pajak. Mekanisme pemungutan
dilakukan secara otomatis oleh platform marketplace dengan tarif 0,5 % dari nilai transaksi. Namun, tidak semua pedagang
dikenakan pemungutan. PMK 37/2025 memberi pengecualian bagi pedagang orang pribadi dengan omzet di bawah Rp 500
Juta per tahun, sehingga pelaku usaha kecil tidak terbebani.

Sejak diberlakukannya kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital melalui Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tren penerimaan negara dari sektor ini menunjukkan peningkatan yang konsisten.
Kebijakan ini mulai berlaku pada pertengahan tahun 2020 sebagai respon terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan
upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak di era transformasi digital.

Data Direktorat Jendral Pajak (DJP) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2020, penerimaan PPN dari
PMSE mencapai Rp 731 Miliar dari 13 pelaku usaha digital luar negeri. Jumlah ini meningkat drastis menjadi Rp 3,9 Triliun
dengan 84 pelaku usaha digital pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penerimaan naik menjadi Rp 5,5 Triliun dengan 121 pelaku
usaha digital terdaftar. Tren positif berlanjut pada 2023, dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) berhasil menghimpun Rp 6,76
Triliun dari sektor PMSE melalui 151 pemungut pajak digital yang ditunjuk (Wijaya,2024). Hingga akhir 2024, total kumulatif
penerimaan PPN PMSE Indonesia telah mencapai Rp 19 Triliun. Berdasarkan laporan awal tahun 2025, Direktorat Jendral
Pajak (DJP) mencatat total penerimaan dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 32,32 Triliun, mencakup pajak digital dari
pelaku usaha PMSE domestik dan luar negeri (Pajak, 2025).

Peningkatan penerimaan PPN PMSE tidak hanya memberikan tambahan penerimaan pajak, tetapi juga menunjukkan
bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang potensial. Kondisi ini mengurangi potensi
kehilangan pajak (tax loss) dari transaksi digital yang sebelumnya sulit dipungut serta memperluas basis perpajakan nasional.

Peningkatan penerimaan yang sangat signifikan, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPN PMSE mulai berjalan
secara efektif setelah semakin banyak pelaku usaha digital ditunjuk sebagai pemungut PPN. Hal tersebut menunjukkan bahwa
perluasan cakupan pemungut pajak memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan negara. Meskipun
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peningkatan penerimaan menunjukkan hasil yang positif, keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari besarnya
penerimaan negara. Aspek kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem administrasi juga menjadi indikator penting.

Menurut Widianto dan Puspita (2020), keberhasilan penerimaan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas sistem.
Tantangan masih ada dalam menjangkau pelaku usaha kecil, menengah, atau yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia.
Penguatan regulasi dan sistem pemungutan terhadap pelaporan dan kepatuhan pajak menjadi kunci untuk mempertahankan
tren positif ini. Pembaharuan kebijakan melalui PMK No.60/PMK.03/2022 (Indonesia, 2022) menjadi langkah strategis
pemerintah dalam memperkuat dasar hukum, memperluas cakupan pemungutan, dan meningkatkan transparansi.

Efektivitas implementasi pajak digital di Indonesia, khususnya dalam sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PMSE), menjadi indikator penting bagi keberhasilan pemerintah dalam menghadapi tantangan perpajakan di era ekonomi
digital. Salah satu indikator utama dari efektivitas adalah pencapaian target penerimaan. Namun, efektivitas kebijakan tidak
hanya diukur dari angka penerimaan, tetapi juga dari kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha. Susilowati dan Mappanyukki
(2024) mengatakan bahwa implementasi pajak digital yang efektif harus didukung oleh tingkat literasi pajak yang tinggi di
kalangan wajib pajak.

Menurut Anggraeni (2024), penerapan pajak digital harus sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi dan kemudahan
kepatuhan. Dalam hal ini, terdapat kesenjangan antara pelaku usaha besar yang lebih mudah beradaptasi dengan sistem
perpajakan digital dan pelaku usaha kecil yang menghadapi kesulitan teknis dan administratif. Hal ini menunjukkan efektivitas
kebijakan belum merata di semua level pelaku usaha digital. Meskipun demikian, secara keseluruhan, efektivitas perpajakan
pajak digital di Indonesia dapat dianggap cukup berhasil dari segi pertumbuhan, penerimaan, dan respon kebijakan yang
adaptif.

Pertumbuhan pesat transaksi di sektor e-commerce membawa tantangan besar bagi implementasi Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Salah satu tantangannya yaitu kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Minimnya kesadaran dan rendahnya pemahaman
wajib pajak, baik dari individu maupun parapelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Banyak pelaku usaha digital
terutama UMKM yang belum sepenuhnya memahami regulasi dan kewajiban perpajakan. Hal ini membuat banyak pelaku
usaha digital tidak melaporkan transaksi yang terjadi secara transparan. Akibatnya, pengumpulan pajak menjadi kurang
optimal sehingga mempengaruhi penerimaan negara.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya koneksi internet di daerah tertentu, dapat menghambat
implementasi sistem perpajakan digital yang efektif. Coretax sebagai sistem terintegrasi membutuhkan akses internet yang
stabil dan handal. Keamanan data juga menjadi tantangan besar. Perluasan akses Direktorat Jendral Pajak (DJP) terhadap data
transaksi digital menimbulkan kerentanan terhadap ancaman keamanan siber. Perlindungan data pribadi dan transaksi
keuangan menjadi prioritas yang harus dijaga.

Koordinasi dan kerjasama juga menjadi salah satu indikator tantangan implementasi. Koordinasi antara DJP, marketplace,
penyedia jasa keuangan digital, dan pelaku usaha membutuhkan komunikasi dan sistem yang terstandardisasi. Implementasi
bertahap memerlukan sosialisasi dan pendampingan yang intensif. Penghindaran pajak oleh para pelaku usaha digital juga
tidak luput menjadi perhatian. Meskipun sistem pengawasan diperkuat, masih ada risiko penghindaran pajak melalui transaksi
yang tidak tercatat atau penggunaan platform yang belum terdeteksi. Berbagai tantangan tersebut berpotensi mengurangi
efektivitas implementasi PPN PMSE sehingga optimalisasi penerimaan negara masih memerlukan penyempurnaan sistem
administrasi, pengawasan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis, implementasi PPN PMSE di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui
peningkatan jumlah pemungut pajak dan tren kenaikan penerimaan negara. Namun demikian, implementasi kebijakan masih
menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, keterbatasan pengawasan transaksi digital lintas
negara, serta belum meratanya literasi perpajakan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, sistem administrasi perpajakan digital,
dan edukasi kepada wajib pajak perlu terus dilakukan agar kontribusi PPN PMSE terhadap penerimaan negara semakin
optimal.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil analisis, implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
pada transaksi e-commerce di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif sebagai upaya pemerintah dalam
menyesuaikan sistem perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi digital. Implementasi kebijakan ini ditandai dengan
meningkatnya jumlah pelaku usaha digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN serta tren peningkatan penerimaan PPN
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PMSE dari tahun ke tahun, sehingga memberikan kontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara dan perluasan basis
perpajakan digital.

Meskipun demikian, implementasi PPN PMSE masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan
sebagian pelaku usaha, keterbatasan pengawasan transaksi digital lintas negara, kesiapan infrastruktur teknologi, serta belum
meratanya literasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi,
penyempurnaan sistem administrasi perpajakan digital, serta edukasi kepada wajib pajak agar implementasi PPN PMSE dapat
berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang semakin optimal terhadap penerimaan negara.
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